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b. JKa pekedaan tidak selesal pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat keadaan Kahar atau

C.

d.

kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia, maka penyedia dikenakan denda;
Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh peristiwa kompensasi maka PPK dikenakan
kewajiban pembayaran ganti rugl. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati

oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesalan semua pekerjaar.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN
a Setelah Pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia menngajukan permintaan secara tertulis

b.

C.

d.

kepada PPK untuk menyerahkan pekerjaan;
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaianterhadap hasil pekejaan yang telah diselesaikan oleh

penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib
memperbaiki/menyelesaikannya atas perintah PPK;

PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai

selurunnya.

16. PERUBAHAN SPK

a.
b.

C.

SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;

Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para Pihak, meliputi :

1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu halyang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga
mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;

2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;

3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan peleksanaan pekerjaan;

Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA atas usul PPKdapat memerintahkan Pejabat Pengadaan

Barang/Jasa.

17. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar,
b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan hasil pekerjaan yang

ao

telah dicapai.
Pemitisan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK;
Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui

pemberitauan tertulis dapat dilakukan apabila :
1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam

jangka waktu yang telah ditetapkan;

2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum
dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;

4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
5) penyedia selama masa SPK gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;

8) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampui 5% ( lima
perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa penyedia tidak akan sanggup menyelaian pekerjaan;
7) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia :

1) penyedia membayar denda; dar/ atau
2) penyedia dimasukkan dalam daftar hitam.
Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan
peraturan peundang-undangan,
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3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%(serahspemakn)dmmm
penyerahan pekerjaan diterbitkan.

¢. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus
sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda
pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji
terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini.

. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua
perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan.Jika perselisinan tidak dapat diselesalkan secara musyawarah maka perselisihan
akandiselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau
keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui
bahwapelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
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. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
/s SEKRETARIAT

$===4, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 7 Semarang Kode pos 50241 Telepon 024- 8415500 Faksimile 024- 8414415
Laman http ://www.jatengprov.go.id

Satuan Kerja : .Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
Nomor dan Tanggal SPK nomor: 027/ 158 /2022

SURAT PERINTAH KERJA

(SPK) Tanggal, 21 Januari 2022
Halaman 1 dari5
Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsqng
Paket Pekerjaan : dengan kode paket No. 25608042 tanggal 20 Januari 2022
Belanja Pakaian Adat Daerah

SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitk_annya
SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana
diatur dalam SPK dan standar ketentuan dan syarat umum.

Sumber Dana: APBD Prov. Jateng Tahun 2022, Kode Rekeining : 4.02.0.00.0.00.01.02.01.1.15.02.5.1.2.1.1.74.01.02

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : selama 4 ( empat ) hari kalender.
Nilai Pekerjaan

No. UraianPekerjaan Yokne Harg(a Rspatuan Juml(ell::\;arga
BAHAN PAKAIAN BATIK MOTIF JAWA TENGAH 119 stel 1.649.000,- 196.231.000
-Bahan : Katun
-Motif : Full Tulis
-Ukuran :

- Ukuran 250 x 114 cm

- JUMIBN . ossinsossassrisossnsorsissismpii "_
| 196.231.000

Terbilang : Seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah

- —

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan
dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka
waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar
denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK atau nilai bagian SPK sebelum PPN untuk setiap hari
kalender keterlambatan dan maksimal sebesar 5% ( lima perseratus ) dari harga SPK yang disetorkan ke Kantor Kas
Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama penyedia
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah CV. RAI BRAMANTYA ABADI
PejabatPemmbuatKemitmen AT
\:\\,\/A“ P/‘)(‘) ‘ RPN O

&

L\

(SET DD . | ' SEMEE
\;5::9%’:«/ oy o |

\ /‘}’\‘ R o // ‘:v',wu ;'..
Mﬂ&% 2. TRETYA YULIHANDAYANY
NIP. 19851110 100

Direktur

S

Q
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SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai
dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

HARGA SURAT PERINTAH KERJA ( SPK )

a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK;

b. Harga SPK telah memperhitungkan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila
dipersyaratkan );

¢. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

HAK KEPEMILIKAN

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan
barang/jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK.Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk
membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesual dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut
harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperiukan lagi oleh penyedia. Semua
peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan
penegecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap
cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat
mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu.Penyedia bertanggung jawaatas
cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh
hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam
nilai SPK.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan
seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat
peleburan(merger) atau akibat lainnya.

JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatangan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam
SP;

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK;

c. Penyedia harus menyelesaiakan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan ;

d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar
pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan
penjadwalan kembali pelaksanaan tuga spenyedia dengan addendum SPK.
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12.

13.

14.

ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya
pemeliharaan untuk :

1) semua barang dan peralatan yang mempunyal risiko tinggi pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk
pelaksanaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan serta risiko lain yang tidak
diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakan ditempat kerjanya; dan

b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK

PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungl, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta
instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan
atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta
instansinya(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK)
sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Mulai Kerja sampai dengan
tanggal penandatangan berita acara penyerahan akhir :

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian personil;
3) kehilangan atau kerusakan harta benda , dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga

b. Terhitung sejak tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal,
semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko
penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan

¢. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat
ini;

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama
Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan
oleh penyedia.Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan
dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian cacat Mutu yang tidak
tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukan adanya Cacat Mutu maka
penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu
maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan
yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam
Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan/Barang.

b. Untuk merekam pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat
foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada
Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan
pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPK;




